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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah  beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4890};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah terintegrasi pada  kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 419);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
{Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2016
Nomor 2), sebagimana diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering [lir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2021
Nomor 3);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN  SISTEM  PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam. ...






18. Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Satuan Tugas SPIP
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pejabat eselon I/III/IV yvang
ditunjuk oleh kepala daerah dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP
dilingkup Pemerintah Daerah.

19. Satuan Tugas SPIP SKPD/UPTD yang selanjutnya disebut satgas SKPD adalah
pejabat eselon III yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan bertanggungjawab atas
penyelenggaraan SPIP dilingkup SKPD/UPTD dan Kegiatan.

BAB II
PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 2

(1} SPIP wajib diselenggarakan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan SKPD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta seluruh pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 1lir.

(2} Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ilir dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan pengendalian, yaitu:

a. tingkat Pemerintah Daerah;
b. tingkat PD/Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

c. tingkat Kegiatan.
Pasal 3

(1) Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh
Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten.

{2) Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam periede tahun anggaran.

(3) Susunan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat PD/Unit Pelaksana Teknis Daerah dan
Tingkat Kegiatan dilaksanakan oleh Satgas PD.

(2) Satgas SPIP PD/UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para
pejabat PD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terkait dengan Program
sejak dari penanggung jawab Program sampai dengan pelaksana Program.

(3) Satgas PD/UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) melaksanakan tugas
dalam periode tahun anggaran.

(4} Susunan Satgas PD/UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Bupati.

BAB IIL....
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BAB III
TUGAS MASING-MASING TINGKATAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Tugas Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

meliputi:

a. menyusun dokumen Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

b. sosialisasi penyelenggaraan SPIP;

c. melakukan wuji coba/piloting penerapan sesual dokumen pengaturan
penyelenggaraan SPIP;

d. melakukan instalasi ke seluruh tingkatan pengendalian melalui pendidikan dan
latihan dan pembimbingan teknis;

e. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan SPIP
secara menyeluruh dan

f. melakukan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan tugas dari masing-masing Satgas.
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satgas SPIP
Pemerintah Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Satgas.

Pasal 7

Tugas Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. melakukan tugas kesekretariatan satgas penyelenggaraan SPIP;

b. menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk
pertemuan dan rapat; dan

¢. menyiapkan dan menyampalkan undangan pertemuan dan rapat.
Pasal 8

Tugas Satgas PD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat PD/Kegiatan;

b. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat PD/Kegiatan; dan
c. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat PD/Kegiatan.

BAB IV
MEKANISME DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 9
Mekanisme dan Tata Kerja penyelenggaraan SPIP, berpedoman dan mengacu pada
petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, sebagaimana tercantum dalam

lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV ....



BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering llir mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 1lir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal /5 Aowsius 2022
BUPAT] OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal /¢ 4bustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING 1LIR,

d.t.o

HUSIN




































Hubungan kerja yang baik dengan OPD/KECAMATAN yang mengelola
anggaran, akuntansi dan perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling
uji. Hal-hal yang perhi dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. OPD/KECAMATAN memiliki hubungan kerja vang baik dengan Intansi
Pemerintah yvang mengelola anggeran, akuntansi den perhendaherasan,
serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan
dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja.

b. Pimpinan OPD/KECAMATAN memiliki hubungan kerja yang baik dengan
OPD/KECAMATAN yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang
bersifat lintas instansi.
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3} Daftar unsur SPIP yang pengembangannya menurut jangka waktunya
{iangka panjang, menengah, dan pendek).

4) Daftar unsur SPIP yang untuk mengembangkannya terlebih dahulu
memerlukan pengembangan unsur SPIP lainnya atau komponen lain diluar
unsur SPIP.

Membuat skala prioritas awal.

Menghitung anggaran vang diperlukan.

Merancang program pengermbangan SPIP.

Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaanya

dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

Dalam membangun unsur-unsur SPIP dan menerapkan perlu diperhatikan

bahwa pengembangan unsur-unsur SPIP agar :

d.

Tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian
kegiatan sehari-hari yang dianggap normal; dan

b. Mempertimbangkan biaya dan manfaat;

C.

Mempertimbangkan kondisi dimasa yang diharapkan.
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No Baris/Kolom Uraien
permasalahan pengendalian
11) | Permasalahan vang bukan | Diist dengan permasalahan yang ditemukan tetapi
permasalahan pengendalian bukan permasalahan pengendalian.
Data Pelaksana Pemantau
12) | Nomor Diisi dengan nomor urut. Nomor urut berubah sesuai
dengan perubahan nama pemantau.
13) | Nama/Jabatan Diisi dengan nama dan/atau jabatan pelaksana
pemantauan
14) | Tanda tangan Diisi dengan tanda tangan pemantau

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o

ISKANDAR
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